
 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 1981 

TENTANG 
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA RIAU DAN 

PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT.KARYA MINA. 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perikanan Negara Riau yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2208) adalah suatu unit 
usaha di bidang perikanan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kegiatan usaha di 
bidang perikanan dipandang perlu untuk menggabungkan Perusahaan 
Perikanan Negara Riau ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT 
Karya Mina; 

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) 

sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas 
Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 
1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2959); 

3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1989); 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk 
Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) (Lembaran-Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang 
Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal 
Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) di Bidang Perikanan Laut Riau (Lembaran Negara Tahun 1972 
Nomor 5); 
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